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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dampak 

pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Kupang 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap 

penerimaan pajak restoran di Kota Kupang karena pertumbuhan 

penerimaan pajak restoran tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup 

signifikan sebesar – 22,80% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2021 

kembali naik menjadi sebesar – 0,64% walaupun masih dalam kondisi 

yang negatif. Hal ini disebabkan karena pemerintah Kota Kupang 

memberi pembatasan pengunjung restoran dan ada beberapa wajib pajak 

yang menutup sementara usahanya serta mengalami penurunan 

pendapatannya. 

2. Selama pandemi covid-19 kotribusi yang diberikan dari Pajak Restoran 

terhadap Pajak Daerah Kota Kupang dengan kategori kurang kecuali 

pada tahun 2021 termasuk kategori baik. Hal ini dikarenakan tingkat 

pengunjung  restoran yang menurun serta pendapatan wajib pajak juga 

menurun. Selama pandemi covid-19 kotribusi dari Pajak Restoran 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dengan kategori sangat 

kurang. Pada tahun 2020 sebesar 7,90% dan pada tahun 2021 sebesar 

9,29%. Hal ini dikarenakan para wajib pajak restoran mengalami 
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tekanan pembatasan aktivitas sehingga banyak pengusaha menutup 

sementara usahanya. 

3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang 

dalam memaksimal realisasi penerimaan pajak restoran selama pandemi 

covid-19 adalah sebagai berikut: Melakukan penyuluhan atau sosialisasi 

mengenai pentingnya membayar pajak, Memberikan keringanan untuk 

membayar pajak, dan Melakukan pemeriksaan 2 (dua) kali selama satu 

bulan terhadap wajib pajak. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan 

dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak restoran di 

Kota Kupang, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Untuk terus meningkatkan penerimaan pajak restoran maka pemerintah 

Kota Kupang harus terus melakukan sosialisasi agar wajib pajak 

mengetahui segala hal tentang perpajakan dan adanya peningkatan 

kesadaran dalam membayar pajak. 

2. Pemerintah Kota Kupang sebaiknya lebih optimal dalam melakukan 

pemeriksaan secara berkala dan rutin terhadap para wajib pajak agar 

wajib pajak sadar dan patuh dalam membayar pajaknya. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan periode/tahun 

penelitian yang lebih panjang sehingga diharapkan dapat 

memperolehhasil yang lebih akurat dan dapat digeneralisas 
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